
 

 

 

 

 

BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  

NOMOR  40  TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 101 

TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan pedoman pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun Anggran 2019 serta untuk meningkatkan 

pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo                  

Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019; 

 

Mengingat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia             

Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6018); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5272); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5533); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366); 

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; 

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13                   

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri                    

Nomor 21 Tahun 2011; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32                     

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018  (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64                   

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80                   

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38                     

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun                        

Anggaran 2019; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4         

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 3 Seri E); 

 

              MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 101                    

TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2019. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati 

Sidoarjo Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2018 Nomor 101), sebagaimana telah diubah dengan  

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2019 (Berita 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 12), diubah 

dengan rincian sebagai berikut:  
 

1. Lampiran II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

diubah dengan rincian sebagai berikut : 

 pada huruf C angka 14 diubah menjadi: 

14. Penunjukan PPK-SKPD, PPK Unit Kerja, PPTK, 

Pengurus Gaji, Pembantu Pengurus Gaji (khusus 
di UPTD Dinas Pendidikan), Staf Administrasi 
Keuangan di Puskesmas dan Staf Administrasi 
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proses pengadaan barang dan jasa, ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala OPD dengan 
mempertimbangkan efisiensi, urgensitas, 
kompleksitas dan kemampuan keuangan daerah. 

 pada huruf C ditambahkan angka 19 dan 20 sebagai 
berikut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada   
Unit Kerja Puskesmas selaku UPT Dinas 
Kesehatan dapat dijabat oleh staf yang 

berkompeten. 
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Unit 

Kerja Puskesmas dijabat oleh Kepala Sub Bagian 
Tata Usaha UPTD Puskesmas berkenaan. 

 
2. LAMPIRAN III PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 

diubah dengan rincian sebagai berikut: 

 pada huruf C angka 7 poin 1 dan 2 masing-masing 
pada huruf d nomor 2) kalimatnya ditambah kata 
“BPHTB dan PPJ” sehingga menjadi: 

2) Untuk Pajak Hotel, Restoran, Parkir, Hiburan, 
Reklame, Air Tanah, BPHTB dan PPJ : 

 pada huruf C angka 7 poin 1 dan 2 masing-masing 
pada huruf e, dan f, serta poin 2 huruf g diubah 
menjadi: 

e. Badan Pelayanan Pajak Daerah menerbitkan  
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar 

(SKPDLB); 
f. Bupati atau pejabat yang berwenang 

menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian 
Lebih Bayar Pajak Daerah; 

g. Berdasarkan Surat Keputusan Pengembalian 

Lebih Bayar Pajak Daerah, bendahara 
pengeluaran SKPD akan membuat SPP LS, 

menggunakan kode rekening pendapatan pajak. 
 

3. LAMPIRAN VI STANDAR BIAYA PENUNJANG KEGIATAN 

diubah dengan rincian sebagai berikut: 

 pada huruf B angka 1, di antara nomor 4 dan 5 
disisipkan 1 (satu) nomor yakni nomor 4a, sebagai 

berikut : 

 pada huruf I diantara angka 8 dan 9 disisipkan 1 
angka yakni angka 8a yang berbunyi sebagai berikut : 

8a. apabila pada kartu pembayaran elektronik terdapat 
sisa penggunaan BBM pada bulan berkenaan, 
maka nilai sisa tersebut tidak dapat 

diakumulasikan pada bulan berikutnya. 

No. URAIAN 

  Diatas Diatas Diatas  Diatas Diatas Diatas Diatas 

0 s/d 
250 jt 

 250 jt 
s/d 1 

M 

 1 M 
s/d 2,5 
M 

2,5 M 
s/d 5 

M 

5 M 
s/d 10 

M 

 10 M 
s/d 
50M 

50 M s/d 
100M  100 M 

(Rp.) (Rp.) (Rp ) (Rp. ) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4a 

Pejabat 
Penata 
usahaan 
Keuangan 
(PPK) Unit 
Kerja 500.000 550.000 700.000 800.000 850.000 950.000 1.050.000 1.150.000 
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Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

 
 

   Ditetapkan di Sidoarjo 

   pada  tanggal   2  Juli    2019 

 

     BUPATI SIDOARJO, 
 

                 
               ttd 

 
        SAIFUL ILAH 

 

Diundangkan  di Sidoarjo 
pada tanggal   2  Juli    2019 

 
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN SIDOARJO, 
 
ttd 

 
 
ACHMAD ZAINI 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  TAHUN 2019  NOMOR  40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOREG PERBUP : 40 TAHUN 2019 


